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KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

NOMOR I6 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM KEHADIRAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

a bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 385 Tahun 2O22 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kerja kmbur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai
Non Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi,
Pramu Bhakti dan Petugas Kebersihan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan
pengelolaan Sistem Kehadiran Elektronik;
Bahwa agar pengelolaan Sistem Kehadiran Elektronik
dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab, perlu ditunjuk
Operator Sistem Kehadiran Elektronik di Lingkungart
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf
b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan
Operator Sistem Kehadiran Elektronik di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

b

c

1

2

Menimbang

jdih.kpu.go.id/sultra/muna



2

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara )kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2O13 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l2S IPMK.OS /2OO9
tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagt
Pegawai Negeri sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 244);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l9O (PMK.OS / 2Ol2
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 178/PMK.O5 12018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2O12 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18
Nomor 1736);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85|PMK.O5/2O17
tentang Tata Cara Pembayaran Uang lembur dan Uang
Makan lrmbur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara,
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Satual Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan
Pramu Bhakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 911);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2OO9
tentang Hari Ke{a dan Jam Keqja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tah:.ln 2O2O
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 70/UP/KPV /m/2OO8 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM
KEHADIRAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
Penetapan Operator Sistem Kehadiran Elektronik Di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Operator Sistem Kehadiran Elektronik Di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah :

Nama : Wa Ode Rahmawati
Nip :198510292014072002
Jabatan : Staf Pelaksana
Operator Sistem Kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud
mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

1. Merekam, mencetak, dan mengarsipkan Daftar Hadir
Pegawai ; dan

2. Menyampaikan Daftar Hadir Pegawai kepada Penanggung
Jawab Kerja Lembur dan Petugas Pengelola Administrasi
Belanja Pegawai.
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 1 Oktober 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
AT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N NA
ub Hukum dan SDM,

ttd

It
a

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


